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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Petronela Kambuaya dan Dr. Hermanto, M.M. 
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong 

	Pihak Terkait
	:
	Septinus Lobat, S.H., MPA dan H. Anshar Karim
(Pasangan Calon  Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota  dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.00 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara seperti terjadinya selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Daftar Hadir Pemilih antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta terjadi perbedaan antara jumlah total suara sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilih atas nama Marlin Toisuta, Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara di 12 TPS di Distrik Klaurung, terjadi mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara, dan terjadi praktik politik uang pada hari Selasa, 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Hotel Darefan Jalan Selat Morotai, Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024), mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo karena permohonan Pemohon tidak menguraikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan  perolehan suara menurut Termohon, serta dalil permohonan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Penentuan batas awal pengajuan permohonan adalah hari yang tercantum dalam Surat Keputusan Termohon yang menunjukkan hari, tanggal, dan jam di mana hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan waktu pada tempat ditetapkannya Surat Keputusan Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024 pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.00 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Pihak Terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang berpengaruh pada hasil perolehan suara serta mencederai asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah tidak tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

1. Telah terjadi selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Daftar Hadir Pemilih antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta terjadi perbedaan antara jumlah total suara sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Perbedaan jumlah pemilih tersebut kemudian dilakukan pembetulan tanpa melihat Daftar Hadir Pemilih;
2. Terdapat surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilih atas nama Marlin Toisuta yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Remu, Distrik Sorong;
3. Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara, yang didalilkan terjadi di 12 TPS di Distrik Klaurung, diduga dilakukan oleh Termohon dengan memanipulasi pengguna suara sah untuk disesuaikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Telah terjadi mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara yang diperkirakan sekitar lebih dari 50 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dikawal oknum aparat;
5. Telah terjadi praktik politik uang berdasarkan temuan Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong pada hari Selasa, 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Hotel Darefan Jalan Selat Morotai, Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong. Tim Bawaslu Kota Sorong bersama Gakkumdu Kota Sorong kemudian mengamankan barang bukti yang antara lain berupa 145 amplop berisi uang senilai Rp.200.000,- dalam dua lembar pecahan Rp.100.000,-. Selain itu praktik politik uang juga didalilkan terjadi  di TPS 01 Malanu yaitu dengan pembagian uang sebesar Rp.200.000,- agar pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kota Sorong;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diperbaiki tanpa melihat Daftar Hadir Pemilih, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata persoalan ini telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan surat suara yang tercoblos atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilih atas nama Marlin Toisuta sebagaimana yang ditulis dalam dalil Pemohon, namun, dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tertulis Marlen. E. Toisuta menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa surat suara rusak tersebut dinyatakan tidak sah [vide Bukti T-12], dan pemilih diberikan surat suara baru yang tidak rusak. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Bawaslu Kota Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengawasan di TPS berjalan dengan baik mulai dari pukul 07.00 WIT hingga selesai pukul 13.00 WIT, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan surat suara yang telah tercoblos adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara di 12 TPS di Distrik Klaurung setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata sebelum Ketua KPU Kota Sorong menetapkan rekapitulasi Perolehan Suara untuk Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 di Distrik Klaurung dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Daftar Hadir Pemilih agar bisa disaksikan bersama-sama secara langsung sehingga dapat dilakukan pembetulan, keterangan ini sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong Nomor 111/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide bukti PK.39.6-18]. Dengan demikian Mahkamah menilai bahwa persoalan terkait Daftar Hadir Pemilih telah selesai, oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, dan diduga terjadi manipulasi pengguna suara sah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara yang diperkirakan sekitar lebih dari 50 orang yang digerakkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa KPPS, PTPS, dan Saksi menolak para massa untuk mencoblos di TPS tersebut karena massa tersebut tidak mampu menunjukan identitas (KTP) sebagai bukti bahwa mereka adalah warga yang memiliki hak pilih di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara [vide Bukti PK.39.6-17]. Atas dugaan pelanggaran mobilisasi massa tersebut, Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan menghentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berupa Mobilisasi Massa untuk memilih lebih dari 1 TPS di TPS 03 Matalamagi Distrik Sorong Utara karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Oleh karena tidak terjadi proses pemilihan yang dilakukan oleh massa yang dimobilisasi tersebut, Mahkamah menilai bahwa hal ini tidak dapat dikatakan telah mempengaruhi hasil pemilihan karena proses pemungutan suara oleh massa yang dimobilisasi tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya politik uang yang terjadi pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIT di depan Hotel Darefan Jalan Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, dengan barang bukti antara lain 145 amplop berisi uang sebesar Rp. 200.000,-, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa peristiwa ini terjadi sehari sebelum pemungutan suara dan telah ditindaklanjuti, serta telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf. Bahwa berdasarkan Keterangan Bawaslu Kota Sorong, yang kemudian menjadi fakta di persidangan pada Jumat, 31 Januari 2025 yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada peristiwa tersebut pembagian uang kepada para pemilih belum sempat terjadi, dan dapat dicegah. Mahkamah menilai bahwa oleh karena pembagian uang telah secara nyata dapat dicegah dan tidak terjadi, maka Mahkamah menilai hal tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sementara itu berkaitan dengan pemberian sejumlah uang yang dilakukan di TPS 01 Malanu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak, bahwa secara nyata peristiwa ini tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, oleh karena itu Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait politik uang yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo  Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Petronela Kambuaya, S.Pd., M.Pd. dan Drs. Hermanto adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Sorong adalah 284.649 (dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5.% ( satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah .5% x 122.904 suara (total suara sah) = 1.843 suara. Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 50.255 suara – 29.758 suara = 20.497 suara (16,7%) atau lebih dari 1.843 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
4

